
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, tidak 

mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan 

menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian lemah 

tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik 

maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis 

yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh 

perempuan adalah pemerkosaan.  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 

mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia 

sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun 

sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang 

menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang 

menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 

58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. 

Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya. 

Sementara dari provinsinya, jumlah perempuan korban kekerasan paling 

banyak di Jawa Timur, yakni 2.136 orang. Posisi setelahnya ditempati oleh 

Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban 

kekerasan berturut-turut sebanyak 2.111 orang dan 1.819 orang.1 

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi ancaman 

serius di Indonesia, Korban pemerkosaan membutuhkan waktu yang lama 

untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali 

 
1 Ayu Rizaty, Monavia. “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 

2022,” https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-

indonesia-pada-2022, diakses pada 10 april 2023 pukul 19.30 WIB. 
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lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. 2  Selain itu juga, hak-haknya 

sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari 

pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan 

dampak psikis yang sangat berat terutama pada saat korban mengalami 

pergaulan kehidupan sosial di masyarakat. Dampak lebih lanjut akibat dari 

pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan 

mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. 

Kehamilan yang tidak dikehendaki membawa dampak buruk bagi 

kehidupan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di dalam kehidupan 

sosial di masyarakat, bahkan menjadi korban dari reaksi-reaksi sosial yang ada 

di lingkungannya. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang 

untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi 

sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi 

dirinya maupun bagi keluarganya hingga pengucilan di masyarakat. 

Pemerkosaan meninggalkan trauma yang mendalam dari kehamilan yang 

terjadi akibat pemerkosaan, ini yang menjadikan faktor pendorong korban 

pemerkosaan melakukan aborsi. Indonesia adalah negara dengan angkat aborsi 

cukup tinggi. Berikut adalah salah satu kasus pelrkosaan yang melngalamil 

kelhamillan yang tildak dililngilnkan yang telrjadil dil ILndonelsila : 

1. Kasus peme lrkosaan yang telrjadil pada tahun 2018 keltilka selorang anak 

pelrelmpuan dilvonils elnam bulan pelnjara karelna melngaborsil bayil dil 

kandungannya. Gadils be lrusila 15 tahun iltu dilpelrkosa belrulang kalil olelh 

kakak kandungnya.  Malang, ila dilpelnjara kare lna mellakukan aborsil, 

walaupun kelmudilan dil tilngkat bandilng dilputus belbas. ILa dilvonils belrsalah 

karelna mellanggar Undang-Undang Kelselhatan yang melngatur bahwa 

aborsil le lgal jilka usila kandungan kurang daril 40 haril. Sudah dilpelrkosa, 

 
2 G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, 

Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 64. 
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dilpaksa aborsil, lalu dilpildana, walaupun akhilrnya dilbelbaskan karelna 

te lkanan masyarakat. Korban sangat relntan dilkrilmilnalilsasil.3 

2. Se lorang relmaja pelrelmpuan belrusila 12 tahun dil Banyumas, Jawa Telngah, 

dilmilnta melngundurkan dilril daril se lkolah seltellah dilnyatakan hamill akilbat 

dilpelrkosa dellapan orang pellaku. Re lmaja yang belrcilta-cilta me lnjadil se lorang 

guru TK harus me lngubur cilta-ciltanya, bukan hanya melndelrilta karelna 

trauma dilpelrkosa namun relmaja te lrselbut juga harus kelhillangan masa 

delpannya. 

3. Se lorang anak pelrelmpuan belrusila 10 tahun dan dilsabilliltas ilntellelktual 

dilpelrkosa olelh teltangganya. Anak iltu pun telrpaksa mellahilrkan bayilnya. 

Alasannya, karelna tildak ada layanan aborsil aman dan tildak ada te lnaga 

kelselhatan yang mau melnjalankan karelna ancaman pelnjara. 

4. Kasus se lorang silswil selkolah dasar dil willayah Kabupateln Jombang, Jawa 

Tilmur, dilpelrkosa kakelk belrilnilsilal MA (55) vilral dil me ldila sosilal. Korban 

yang masilh belrusila 12 tahun hamill akilbat Pe lrkosaan te lrselbut. korban yang 

masilh SD tildak silap delngan kelhamillan te lrselbut. Kelluarga, pelndampilng, 

dan pe lngacara be lrselpakat agar korban dilgugurkan kandungannya delngan 

cara aborsil. Polilsil me lnolak melmbelrilkan ilziln aborsil te lrhadap korban alasan 

polilsil tildak melmbelril ilziln korban untuk mellakukan aborsil delngan dasar, 

yaknil melngacu pada hasill rapat belrsama Dilnas PPA Kabupateln Jombang. 

Dil dalam rapat te lrselbut, dilselpakatil korban harus dilrujuk kel polil 

kandungan RSUD Dr Soe ltomo, Surabaya. Hal telrselbut dillakukan untuk 

me lmastilkan apakah korban bolelh dilaborsil atau tildak. korban tildak bilsa 

me llakukan aborsil karelna kelhamillan anak korban sudah me lncapail le lbilh 

daril 40 haril selhilngga dilkhawatilrkan telrjadil pelndarahan.4 

 
3 Pelngadillan Nelgelril Jambil, Putusan No. 6/Pild.Sus-Anak/2018/PTJMB 
4 Di lrgantara, Adhyasta. "Polril Bilcara Kasus Vilral Silswil SD Korban Pelrkosaan dil 

Jombang Di llarang Aborsil," https://nelws.deltilk.com/belrilta/d-5829699/polril-bilcara-kasus-vi lral-

si lswil-sd-korban-pelrkosaan-dil-jombang-dillarang-aborsi l, dil aksels pada 1 Aprill 2023 pukul 

20.00 WILB. 
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Daril kasus dilatas jellas tildak adanya keladillan bagil korban pemelrkosaan. 

Se lmelntara ILndonelsila adalah nelgara hukum, dasar piljakan bahwa Ne lgara 

ILndonelsila adalah nelgara hukum tellah diltelgaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila 1945 Pe lrubahan Keltilga 

yang belrbunyil “Ne lgara ILndonelsila adalah nelgara hukum.” Pasal ilnil yang 

me lnjadil dasar dalam me lngutamakan hukum selbagail landasan belrbangsa dan 

belrnelgara, be lrilmplilkasil bahwa se lgala aspelk pelnyellelnggaraan ne lgara harus 

belrdasarkan hukum (relchtsstaat) dan bukan belrdasarkan kelkuasaan 

(machtstaat) de lngan Pancasilla selbagail sumbelr daril selgala sumbelr hukum 

nelgara dan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945 

se lbagail hukum dasar dan hilelrarkil te lrtilnggil dalam pelraturan pelrundang-

undangan. 

Se lbagail nelgara hukum, pe lnelgakan hukum dalam ke lhildupan belrbangsa 

dan belrnelgara harus dildasarkan pada aturan hukum, bailk se lcara telrtulils 

maupun tildak delngan tujuan agar telrcapail tujuan hukum yailtu ; keladillan, 

kelmanfaatan dan ke lpastilan. Pe lngaturan melngelnail konselp ne lgara hukum yang 

diltelmpatkan dalam pasal 1 te lntunya melmillilkil makna bahwa konselp nelgara 

hukum melrupakan se lsuatu yang sangat pe lntilng. Dalam me llakukan pelrumusan 

konselp pelnye llelnggaraan nelgara ILndonelsila belrdasarkan konselp nelgara hukum, 

maka konselp pe lnyellelnggaraan nelgara hukum harus se llalu telrtuju pada 

te lrwujudnya tujuan nelgara ILndonelsila. Dalam pelmbukaan Undang-Undang 

Dasar Ne lgara Relpublilk ILndonelsila 1945 telrcantum jellas cilta-cilta bangsa 

ILndonelsila yang selkalilgus melrupakan tujuan nasilonal Ne lgara ILndonelsila. Tujuan 

nelgara ILndonelsila telrtuang dalam alelnila kelelmpat Pe lmbukaan Undang-Undang 

Dasar Ne lgara Re lpublilk ILndonelsila Tahun 1945 yailtu : 

1) Me llilndungil selgelnap bangsa dan selluruh tumpah darah ILndonelsila; 

2) Me lmajukan kelseljahtelraan umum; 

3) Me lncelrdaskan kelhildupan bangsa; 

Kepastian Hukum.., Ria Pratiwi, Fakultas Hukum, 2023
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4) ILkut me llaksanakan pe lrdamailan dunila, belrdasarkan kelmelrdelkaan, 

pelrdamailan abadil, dan keladillan sosilal. 

ILdel dasar me lngelnail konselp nelgara hukum selbagailmana dilnyatakan se lcara 

te lgas dalam Undang-Undang Dasar Relpublilk ILndonelsila 1945, tildak dildapat 

dilpilsahkan daril kelbelradaan Pancasilla se lbagail dasar sumbelr daril se lgala sumbelr 

hukum dan jilwa bangsa ILndonelsila. Pancasilla me lnjilwail selluruh kelhildupan 

nelgara hukum ILndonelsila. “Pancasilla melrupakan fillsafat bangsa ILndonelsila dan 

fillsafat iltu melrupakan pe lmilkilran yang mellilputil “del ziln van welrelld eln lelve ln” 

(makna daril dunila dan kelhildupan)” 5  se llanjutnya C.F.G Sunaryatil Hartono 

me lnyatakan bahwa : 

Kare lna Pancasilla iltu antara lailn juga dilgalil daril hukum adat yang 

se lsungguhnya tildak lailn daril hukum aslil bangsa kilta, maka 

delngan selndilrilnya hukum nasilonal kilta yang belrsama-sama kilta 

belntuk iltu harus belrakar pada hukum adat iltu. Akan teltapil untuk 

dapat melmelnuhil kelbutuhan masyarakat ILndonelsila abad kel-20 ilnil, 

Hukum Nasilonal kilta harus pula dilselsuailkan delngan kelbutuhan-

kelbutuhan masyarakat kilta dan se llanjutnya harus dapat 

me lmelnuhil kelbutuhan masyarakat dil masa yang akan datang.6 

Pandangan selrupa dilkelmukan olelh Dr. Hotma P. Silbuela dalam bukunya 

Dilnamilka Ne lgara hukum yang melnyatakan “nelgara hukum Pancasilla lahilr daril 

kandungan nillail-nillail falsafah Pancasilla yang belrsilfat unilk yang belrbelda daril 

nillail-nillail falsafah bangsa lailn, yaknil nillail-nillail ilndilvildualilsmel atau 

kolelktilvilsmel. Dalam fungsil relgulatilvel, Pancasilla belrfungsil selbagail tolak ukur 

(batu pe lngujil) silstelm nillail dan asas-asas hukum yang tumbuh dan be lrkelmbang 

dalam nelgara hukum Pancasilla selbagail bilngkail kelhildupan belrnelgara bagil 

bangsa ILndone lsila.”7 

 
5 Gunawan Yopi l dan Kri lstilan, Pelrkelmbangan Konselp Nelgara Hukum dan Nelgara 

Hukum Pancasi lla, Bandung : Relfilka Adiltama, 2015, hlm. 82. 
6 ILbild., hlm. 83 
7 Pardomuan Silbuela Hotma dan Selno Wiljanarko Dwil, Dilnamilka Nelgara Hukum, Delpok 

: PT. Raja Grafi lndo Pelrsada, 2021, hlm. 73. 
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Me lngutilp apa yang telrtelra dalam bukunya Oe lmar Se lno Adjil pelndapat 

Frile ldrilch Julilus Shalt me lnelmukakan konselp nelgara hukum yang dilselbutnya 

delngan ilstillah ‘relchtsstaat’ iltu melncakup elmpat ellelmelnt pelntilng nelgara hukum 

yailtu : pelrlilndungan hak asasil manusila, pelmbagilan kelkuasaan, pelmelrilntahan 

belrdasarkan undang-undang dan pelradillan tata usaha nelgara.” 8  Apabilla 

dilpelrhatilkan kelelmpat prilnsilp “relchtsstaat” yang dilkelmbangkan olelh Julilus 

Stahl yailtu adanya pelrlilndungan telrhadap hak-hak asasil manusila, adanya 

pelmbagilan atau pe lmilsahan kelkuasaan ne lgara untuk melnjamiln hak-hak te lrselbut 

(ne lgara dildasarkan pada te loril trilas poliltilca). Adapun delfilnilsil daril Trilas Poliltilca 

adalah suatu ajaran yang melmpunyail anggapan bahwa ke lkuasaan nelgara te lrdilril 

daril 3 (tilga) macam kelkuasaan, yailtu Le lgilslatilf, ELkselkutilf dan Yudilkatilf. 

Pe lmelrilntahan belrdasarkan Undang-Undang dan adanya pelradillan admilnilstrasil 

atau pelradillan tata usaha nelgara dalam pelrsellilsilhan yang belrtugas melnanganil 

kasus pelrbuatan mellawan hukum olelh pelmelrilntah.9 

A.V Dilce ly melngelmukan konselp thel rulel of law melnelkankan pada 3 

(tilga) unsur yailtu: 

1. Adanya suprelmasil hukum; 

2. Adanya pelrsamaan dil delpan hukum; 

3. Adanya prilnsilp-prilnsilp hukum prilvat mellaluil Tilndakan pelradillan dan 

parle lmeln. 

Prof. Dr. Jilmly Asshilddilqilel, SH dalam jurnalnya belrjudul Gagasan 

Ne lgara Hukum ILndonelsila me lrumuskan kelmbalil ildel-ildel pokok konselpsil Ne lgara 

Hukum dan pelnelrapannya dalam siltuasil ILndonelsila delwasa ilnil, me lrumuskan 

kelmbalil adanya tilga-bellas prilnsilp pokok Nelgara Hukum (Re lchtsstaat) yang 

belrlaku dil zaman se lkarang. Ke ltilga-bellas prilnsilp pokok te lrselbut me lrupakan 

pillar-pillar utama yang melnyangga belrdilril telgaknya satu nelgara mode lrn 

 
8 Selno Adjil Omar, Pelradillan Belbas Nelgara Hukum, Jakarta : ELrlangga, 1980, hlm. 17. 
9 Gunawan Yopi l dan Krilstilan, Op.cilt., hlm. 82. 
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se lhilngga dapat dilselbut selbagail Nelgara Hukum (Thel Rulel of Law, ataupun 

Re lchtsstaat) dalam artil yang se lbelnarnya, yailtu:10 

1. Supre lmasil Hukum (Suprelmacy of Law); 

2. Pe lrsamaan dalam Hukum (ELqualilty belforel the l Law); 

3. Asas Le lgaliltas (Duel Procelss of Law); 

4. Pe lmbatasan Kelkuasaan; 

5. Organ-Organ Campuran Yang Be lrsilfat ILndelpelndeln; 

6. Pe lradillan Belbas dan Tildak Me lmilhak; 

7. Pe lradillan Tata Usaha Nelgara; 

8. Pe lradillan Tata Ne lgara (Constiltutilonal Court); 

9. Pe lrlilndungan Hak Asasil Manusila; 

10. Be lrsilfat De lmokratils (De lmocratilschel Relchtsstaat); 

11. Be lrfungsil selbagail Sarana Me lwujudkan Tujuan Be lrne lgara (Wellfarel 

Re lchtsstaat); 

12. Transparansil dan Kontrol Sosilal; 

13. Be lr-Keltuhanan Yang Maha ELsa. 

Konselp nelgara hukum melngarah pada tujuan telrcilptanya kelhildupan 

delmokratils, dan te lrlilndungil hak asasil manusila, se lrta kelseljahtelraan yang 

belrkeladillan. Dilmanapun suatu nelgara hukum tujuan pokoknya adalah 

me llilndungil hak asasil manusila dan melncilptakan kelhildupan bagil warga yang 

delmokratils. Ke lbelradaan suatu nelgara hukum melnjadil suatu prasyarat bagil 

te lrsellelnggaranya hak asasil manusila dan kelhildupan delmokratils. Dasar fillosofil 

pelrlunya pelrlilndungan hukum te lrhadap hak asasil manusila adalah bahwa hak 

asasil manusila adalah hak dasar kodratil seltilap orang yang kelbelradaannya seljak 

belrada dalam kandungan, dan ada selbagail pelmbelrilan Tuhan, nelgara wajilb 

 
10 Asshilddilqilel Jilmly, “Konselp Nelgara Hukum ILndonelsila,” https://www.pn-

gunungsiltolil.go.ild/asselts/ilmagel/fillels/Konselp_Nelgara_Hukum_ILndonelsila.pdf , dilaksels pada 7 

Marelt 2023 pukul 20.00 WILB 

Kepastian Hukum.., Ria Pratiwi, Fakultas Hukum, 2023
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me llilndungilnya. Pe lrlilndungan hak asasil manusila dil ILndonelsila selcara yurildils 

dildasarkan pada Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila 1945. 

Dalam kailtannya delngan nelgara hukum asas le lgaliltas me lnjadil salah satu 

e llelmeln (unsur) pelntilng dalam kelhildupan belrnelgara dan praktilk 

pelnyellelnggaraan nelgara. Asas le lgaliltas melngandung ajaran se lmua pelrbuatan 

atau tilndakan pelmelrilntah dalam pelnyellelnggara nelgara harus belrdasarkan dan 

belrpeldoman pada kelte lntuan hukum yang sudah ada selbellum pelrbuatan atau 

tilndakan iltu dillakukan. Hadilrnya hukum dalam kelhildupan belrmasyarakat, 

belrguna untuk melngilntelgrasilkan dan melngkoordilnasilkan kelpelntilngan-

kelpelntilngan yang bilasa belrte lntangan antara satu sama lailn. Maka daril iltu, 

hukum harus bilsa me lngilntelgrasilkannya selhilngga belnturan-belnturan 

kelpelntilngan iltu dapat diltelkan se lmilnilmal mungkiln. Hukum adalah pelraturan 

pelrundang-undangan yang dilbuat olelh suatu kelkuasaan dalam melngatur 

pelrgaulan hildup dalam masyarakat. Pe lrlilndungan dan pelnelgakan hukum 

dilsuatu nelgara iltu me lrupakan suatu kelharusan agar te lrcilpta keldamailan, 

pelrdamailan dan keltelrtilban dalam nelgara telrselbut. 

Pe lrlilndungan Hukum melrupakan unsur yang harus ada dalam suatu 

nelgara. Se ltilap pelmbelntukan nelgara pastil dil dalamnya ada hukum untuk 

me lngatur warga nelgaranya. Dalam suatu ne lgara, pastil telrjadil hubungan antara 

nelgara delngan warga nelgaranya. Hubungan ilnillah yang mellahilrkan hak dan 

kelwajilban. Pe lrlilndungan Hukum me lrupakan pelngakuan te lrhadap harkat dan 

martabat warga nelgaranya selbagail manusila. Pelrlilndungan Hukum akan 

me lnjadil hak bagil warga nelgara. Dil silsil lailn pelrlilndungan hukum melnjadil 

kelwajilban bagil nelgara. Ne lgara wajilb melmbe lrilkan pelrlilndungan hukum bagil 

warga nelgaranya. Pe lrlilndungan hukum juga melrupakan asas hukum yang 

te lrkandung dalam konstiltusil dil ILndonelsila yailtu dalam Undang-Undang Dasar 

Re lpublilk ILndonelsila Tahun 1945 te lpatnya pasal 28D ayat (1) Undang-undang 

Dasar Ne lgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945 yang melnyatakan : “Seltilap 

orang belrhak atas pe lngakuan, jamilnan, pelrlilndungan, dan kelpastilan hukum 

yang adill selrta pelrlakuan yang sama dil hadapan hukum” 

Kepastian Hukum.., Ria Pratiwi, Fakultas Hukum, 2023
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Pe lrlilndungan hukum selbagail suatu gambaran daril fungsil hukum, yailtu 

konselp dilmana hukum dapat melmbelrilkan suatu keladillan, ke ltelrtilban, kelpastilan, 

kelmanfaatan dan keldamailan. Adapun pelndapat yang dilkutilp daril belbelrapa ahlil 

me lngelnail pelrlilndungan hukum selbagail belrilkut : 

1). Satjilpto Raharjo me lnde lfilnilsilkan pe lrlilndungan hukum adalah 

me lmbe lrilkan pe lngayoman kelpada hak asasil manusila yang dilrugilkan 

orang lailn dan pelrlilndungan telrselbut dilbelrilkan kelpada masyarakat agar 

me lrelka dapat me lnilkmatil selmua hak-hak yang dilbe lrilkan ole lh hukum.11 

2). Phillilpus M. Hadjon be lrpe lndapat bahwa Pe lrlilndungan Hukum adalah 

pe lrlilndungan akan harkat dan martabat, se lrta pe lngakuan te lrhadap 

hak-hak asasil manusila yang dilmillilkil ole lh subye lk hukum be lrdasarkan 

ke lte lntuan hukum daril ke lse lwe lnangan.12 

3). Se ltilono, pe lrlilndungan hukum adalah tilndakan atau upaya untuk 

me llilndungil masyarakat daril pe lrbuatan se lwe lnang-we lnang ole lh 

pe lnguasa yang tildak se lsuail de lngan aturan hukum, untuk 

me lwujudkan ke lte lrtilban dan ke lte lntraman se lhilngga me lmungkilnkan 

manusila untuk me lnilkmatil martabatnya se lbagail manusila.13 

4). Muchsiln, pe lrlilndungan hukum me lrupakan ke lgilatan untuk me llilndungil 

ilndilvildu delngan melnyelrasilkan hubungan nillail-nillail atau kaildah-kaildah 

yang me lnje llma dalam silkap dan tilndakan dalam me lncilptakan 

adanya ke lte lrtilban dalam pe lrgaulan hildup antar se lsama manusila.14 

ILndonelsila selbagail nelgara hukum belrdasarkan pancasilla haruslah 

me lmbelrilkan pelrlilndungan hukum te lrhadap warga masyarakatnya karelna iltu 

pelrlilndungan hukum te lrse lbut akan mellahilrkan pelngakuan dan pelrlilndungan 

 
11 Rahardjo Satjilpto, ILlmu hukum, Celtakan kel-V, Bandung : Ciltra Adiltya Baktil, 2000, 

hlm.53. 
12  Hadjon Phillilpus M., Pelrlilndungan Hukum Bagil Rakyat ILndonelsila, Selbuah Studil 

Telntang Prilnsilp-Prilnsilpnya, Pelnanganannya Olelh Pelngadillan Dalam Lilngkungan Pelradi llan 

Umum Dan Pelmbelntukan Pelradillan Admilnilstrasil Nelgara, : PT.Bilna ILlmu, 1987, hlm.1-2 
13  Seltilono, Rulel of Law (Suprelmasil Hukum), Magilstelr ILlmu Hukum Program 

Pascasarjana Uni lvelrsiltas Selbellas Marelt, Surakarta, 2004, hlm. 3. 
14 Muchsiln, “Pelrlilndungan dan Kelpastilan Hukum bagil ILnvelstor dil ILndonelsila”, Dilselrtasil 

: (untuk melmpelrolelh gellar doktor dalam illmu hukum pada Unilvelrsiltas Selbellas Marelt dil 

Surakarta), 2003, hlm. 14. 

Kepastian Hukum.., Ria Pratiwi, Fakultas Hukum, 2023



10 

 

hak asasil manusila dalam wujudnya selbagail makhluk ilndilvildu dan makhluk 

socilal dalam wadah nelgara kelsatuan yang melnjunjung tilnggil selmangat 

kelkelluargaan de lmil melncapail kelseljahtelraan belrsama. 

Me lnurut R. La Porta dalam Jurnal of Filnancilal ELconomilcs, be lntuk 

pelrlilndungan hukum yang dilbelrilkan ole lh suatu nelgara me lmillilkil dua silfat, yailtu 

belrsilfat pelncelgahan (prohilbilteld) dan belrsilfat hukuman (sanctilon).15  Be lntuk 

pelrlilndungan hukum yang palilng nyata adalah adanya ilnstiltusil-ilnstiltusil 

pelnelgak hukum se lpe lrtil pelngadillan, ke ljaksaan, kelpolilsilan, dan le lmbaga-

le lmbaga pelnyellelsailan se lngkelta dilluar pelngadillan (non-liltilgasil) lailnnya. 

Phillilpus M. Hajdon melmbagil Sarana pelrlilndungan hukum melnjadil dua 

macam yang dapat dilpahamil selbagail belrilkut:16 

1. Pe lrlilndungan hukum prelvelntilf adalah pelrlilndungan hukum dil mana 

rakyat melmillilkil kelselmpatan untuk melngajukan kelbelratan (ilnspraak) 

atau pelndapatnya selbellum selsuatu kelputusan pelmelrilntah melndapat 

belntuk yang delfelnsilf. Delngan delmilkilan pelrlilndungan hukum prelvelntilf 

belrtujuan untuk melncelgah telrjadilnya suatu se lngkelta. Pe lrlilndungan 

hukum prelvelntilf sangat belsar artilnya bagil tilndakan pelmelrilntah yang 

dildasarkan pada kelbelbasan belrtilndak karelna delngan pelrlilndungan 

hukum telrselbut, pe lmelrilntah dildorong untuk belrsilkap hatil-hatil dalam 

pelngambillan kelputusan. 

2. Pe lrlilndungan hukum re lprelsilf adalah upaya untuk pelrlilndungan hukum 

yang dillakukan mellaluil badan pelradillan, bailk pelradillan umum maupun 

pelradillan admilnilstrasil Ne lgara. Pe lrlilndungan hukum relprelsilf belrtujuan 

untuk melnyellelsailkan se lngkelta. 

Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana (KUHP) yang baru saja dilsahkan 

belrpotelnsil melnjadil ancaman bagil pelrelmpuan korban kelke lrasan selksual yang 

 
15  La Porta Rafaell, “ILnvelstor Protelctilon and Corporatel Govelrnancel”, Journal of 

Fi lnancilal ELconomilcs, Vol. 58, (Oktobelr 1999): hlm. 9. 
16 ILka Delwil Sartilka Sailmilma, Pelrlilndungan Hukum Bagi l Anak Jalanan Masa Pandelmil 

Covild-19, Malang : Madza Meldila, 2022, hlm.47. 
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ilngiln mellakukan aborsil. Ancaman selrupa, juga belrlaku bagil telnaga kelselhatan 

yang melmbantunya. Salah satu sumbe lr potelnsil masalah iltu, adalah kare lna 

pelnggunaan ilstillah yang telrlalu umum dalam pasal te lrkailt aborsil, yailtu pasal 

251 KUHP. Te lrkailt delngan ilsil pasal 251 KUHP, yang me lnyatakan se ltilap orang 

yang melmbelril obat atau me lmilnta se lorang pe lrelmpuan untuk me lnggunakan obat 

delngan me lmbelriltahukan atau me lnilmbulkan harapan bahwa obat te lrselbut dapat 

me lngakilbatkan gugurnya kandungan, dilpildana delngan pildana pelnjara palilng 

lama e lmpat tahun atau pildana delnda palilng banyak katelgoril ILV. 

Unsur orang dalam pasal telrselbut, belrmakna silapa saja. Padahal, selorang 

doktelr atau te lnaga kelselhatan lailn, kelmungkilnan belrada pada posilsil yang sama, 

dalam se lbuah kasus yang selpelnuhnya tildak mellanggar hukum selcara substansil. 

Aborsil ilstillah populelrnya adalah melnggugurkan kandungan. Pe lrbuatan 

me lnggugurkan kandungan adalah me llakukan pe lrbuatan yang bagailmanapun 

wujud dan caranya te lrhadap kandungan selorang pelrelmpuan yang melnilmbulkan 

akilbat lahilrnya bayil atau janiln daril dalam rahilm pelrelmpuan te lrselbut se lbellum 

waktunya dillahilrkan me lnurut alam, lahilrnya bayil atau janiln bellum waktunya 

adalah melnjadil maksud dilkeltahuil pe ltilndak. Pe lrbuatan me lmaksa kellahilran bayil 

atau janiln bellum waktunya ilnil selrilng dilselbut delngan abortus provocatus atau 

kadang dilsilngkat delngan aborsil saja.17 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 telntang Kelselhatan selbagail 

pelnggantil Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 telntang Kelselhatan, melmbahas 

te lntang aborsil delngan ilndilkasil keldaruratan meldils dan alasan pelrkosaan yang 

me lnyelbabkan trauma yang melndalam, dilatur dil dalam Pasal 75 dan Pasal 76 

yang melmbelrilkan pelrlilndungan hukum bagil korban Pelrkosaan yang 

me llakukan aborsil. Be lrkailtan delngan hal-hal yang selbagailmana tildak dilatur dil 

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 te lntang Kelselhatan, dilatur dalam 

pelraturan pelmelrilntah. Untuk melndukung undang-undang te lrselbut, maka 

pelmelrilntah Relpublilk ILndonelsila melnge lluarkan Pe lraturan Pelmelrilntah No. 61 

 
17 Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2004, hal. 113. 
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Tahun 2014 te lntang Ke lselhatan Re lproduksil. Dalam Pe lraturan Pe lmelrilntah 

te lrselbut, se lcara khusus dilbelrilkan pelngelcualilan atas larangan aborsil delngan 

ilndilkasil keldaruratan me ldils dan pelrkosaan yang dilatur dalam Pasal 2 huruf (b) 

dalam Pe lraturan Pe lmelrilntah telrselbut. 

Me lskil korban pelrkosaan melmillilkil kelselmpatan untuk mellakukan aborsil 

se lcara le lgal, prose lsnya tildak mudah dil ILndonelsila. Prose ldurnya harus me llaluil 

tahapan konsellilng, kelmudilan relkam psilkologil, psilkotelrapil dan selbagailnya. 

Aborsil untuk korban pelrkosaan pada prilnsilpnya sudah dillelgalkan dil ILndonelsila. 

Namun pada umumnya para korban kelkelrasan selksual melngeltahuil 

kelhamillannya rata-rata dil atas 40 haril selhilngga melmbuat hal ilnil se ldilkilt sulilt 

untuk dillaksanakan olelh korban Pe lrkosaan.18 

Namun, se lsuail Undang-Undang Ke lse lhatan, aborsil hanya dapat dillakukan 

bagil korban pelrkosaan apabilla usila ke lhamillan maksilmal 6 (elnam) milnggu 

te lrhiltung mulail haril pelrtama haild telrakhilr. Apabilla aborsil tildak dapat 

dillakukan olelh selorang wanilta korban pelrkosaan selbellum usila kandungan 6 

(e lnam) milnggu, maka dila akan telrpaksa untuk teltap mellanjutkan kelhamillannya 

sampail kellahilran nantil. Te ltapil hal te lrse lbut te lntu akan melnilmbulkan banyak 

e lfelk nelgatilf, dilantaranya: gangguan psilkologils dan kelse lhatan melntal yang 

te lrganggu, dilkucillkan masyarakat dan kelselhatan sosilal te lrganggu, dan 

kelselhatan e lkonomil yang te lrganggu. 19  Se lbagail pelrbandilngan, jilka melrujuk 

te lrhadap aturan yang sudah le lgal dan diljalankan dil Je lrman, aborsil hanya dapat 

dillakukan de lngan batas usila kelhamillan selbellum melncapail 3 bulan jilka 

kelhamillan te lrselbut me lngancam nyawa sang ILbu dan pada kasus ke lhamillan 

akilbat korban pelrkosaan. 20  De lngan melmpelrtilmbangkan urailan selbellumnya 

te lntang keladaan psilkologils dan melntal korban pelrkosaan, telntu hal iltu dapat 

 
18 Nusawakan Dwight. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindakan Aborsi”, Pasapua 

Helalth Journal, 1(1), 18-26, 2019, hlm. 23 
19 Mulyana Aji. “Perlindungan HukumTerhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak 

Pildana Abortus Provokatus Criminalis”, Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 139-154, 2017, hlm. 

145. 
20 Yuniar Sari Riza. “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi 

Manusia”, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.3(1), 34-82, 2013, 

hlm. 41. 
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me lnjadil acuan pada kasus wanilta yang hamill akilbat pemelrkosaan dil ILndonelsila, 

dilmana pelngaturan telntang maksilmal umur ke lhamillan untuk bole lh mellakukan 

aborsil diltambahkan melnjadil 12 milnggu (3 bulan). 

Daril selkilan banyak kasus aborsil yang dillakukan korban pemelrkosaan, 

te lrmasuk selorang anak pe lrelmpuan dilsabilliltas belrusila 10 tahun yang dilpelrkosa 

dan telrpaksa melnjadil ilbu dil telngah keltelrbatasan. Se lorang anak pelrelmpuan 

yang dilpelrkosa olelh kakak kandungnya dil Jambil harus dilbuil kare lna 

me lngaborsil kandungannya. Se lorang mahasilswil melmutuskan bunuh dilril seltellah 

dilpelrkosa dan dilpaksa aborsil. Dan, masilh ada ratusan kasus Pelrkosaan 

belrujung kelhamillan lailnnya. 

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 telntang Ke lselhatan 

me lnjellaskan, seltilap orang dillarang mellakukan aborsil. Namun, larangan iltu 

dilkelcualilkan jilka ada ilndilkasil keldaruratan meldils dalam kelhamillan, dan 

kelhamillan akilbat pemelrkosaan yang dapat me lnyelbabkan trauma psilkologils 

bagil korban. Pasal 76 mellanjutkan, aborsil hanya dapat dillakukan selbellum 

kelhamillan belrumur e lnam milnggu, dan ole lh te lnaga kelselhatan yang te lrampill. 

Ke lmudilan aborsil harus melndapat pelrseltujuan daril ilbu yang hamill, delngan ilziln 

suamil (kelcualil korban pemelrkosaan) dan pelnyeldila layanan kelselhatan. Tapil 

fakta dil lapangan, layanan yang dilbutuhkan korban pemelrkosaan untuk 

me lndapatkan aborsil aman, bellum ada. 

Syarat te lrhadap batas usila melngelnail ilziln dillakukannya pelngguguran 

kandungan adalah 6 milnggu dilhiltung seljak haril pelrtama haild te lrakhilr. Ke ladaan 

ilnil juga akan melnyuliltkan khususnya bagil pelrelmpuan selbagail korban 

pemelrkosaan dilkarelnakan suliltnya melnge ltahuil kapan telrjadil kelhamillan. Se lbab 

pada kelbanyakan kasus kelhamillan baru bilsa dilkeltahuil seltellah usila kandungan 

sudah be lrusila le lbilh daril 10 milnggu. Ke ladaan ilnil sangat selrilus untuk melncelgah 

ancaman sanksil pildana yang akan diltujukan kelpada pelrelmpuan korban 

pemelrkosaan yang mellakukan karelna te llah mellanggar ilsil Pasal 76 Undang-

Undang te lntang Kelselhatan. Khususnya bagil telnaga meldils selbab dalam 
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kelte lntuan dalam dunila me ldils melnyatakan bahwa aborsil selbellum usila 

kandungan 20 milnggu masilh dilpelrbolelhkan untuk mellakukan pelngguguran. 

Be lrdasarkan pelrmasalahan-pelrmasalahan yang ada, pelnulils me llilhat 

adanya konflilk hukum daril Pasal 76 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 

te lntang Ke lselhatan yang melngatur syarat te lrhadap batas usila melngelnail ilziln 

dillakukannya aborsil selhilngga tildak melmbelrilkan rasa ke ladillan bagil korban 

pemelrkosaan. Konflilk hukum dilsilnil dil artilkan selbagail pelrbeldaan pelndilrilan 

yang belrtujuan untuk melmaksa selse lorang untuk tunduk pada pelraturan yang 

belrlaku yang diltuangkan dalam hukum te lrtulils (pelraturan te lrtulils) yang dilbuat 

ole lh ilnstiltusil yang belrwelnang. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telntang 

Ke lselhatan masilh bellum melmbelrilkan keladillan bagil korban pelrkosaan. Korban 

dilsilnil adalah telrmasuk bagilan daril rakyat ilndonelsila yang harus dillilndungil hak-

haknya selbagail warga nelgara selsuail delngan UUD RIL 1945 selhilngga 

pelmelrilntah harus melrelkonstruksil ilsil Undang-Undang telrselbut dan 

me lmpelrbailkil layanan bagil korban ke lkelrasan selksual, kailtannya delngan 

kelmungkilnan aborsil yang melrelka lakukan belrupa ruang aman aborsil, tildak 

hanya selbatas ke lpada korban pemelrkosaan, te ltapil untuk selluruh pelrelmpuan 

yang melnjadil korban ke lkelrasan se lksual se lrta adanya  aturan  me lngelnail  

re lstiltusil  atau gantil  kelrugilan  bagil  korban  pemelrkosaan  yang  harus  

diltanggung  olelh  pellaku  pemelrkosaan. 

Hukum yang bailk haruslah melmbelrilkan rasa keladillan bagil seltilap warga 

nelgaranya, de lngan de lmilkilan hukum tildak hanya me lmbelrilkan rasa ke ladillan 

te ltapil juga melmbelrilkan kelpastilan hukum dan jamilnan hukum bagil seltilap 

warga ne lgaranya selcara khusus bagil korban pemelrkosaan yang mellakukan 

aborsil. Be lrdasarkan latar bellakang dilurailkan dilatas dan untuk melngeltahuil 

se ljauh mana pelrlilndungan hukum yang dilbelrilkan olelh pe lmelrilntah bagil korban 

Pe lrkosaan yang mellakukan aborsil, maka pelnulils akan me lmbuat te lsils delngan 

judul : “KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN 

PELAKU ABORTUS PROVOKATUS PERSPEKTIF DARI UNDANG – 

UNDANG  NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka 

dapat ditemukan rumusan masalah yang akan dianalisa. Adapun rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Korban Perkosaan yang melakukan 

Abortus Provokatus ? 

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Korban 

Perkosaan yang melakukan Abortus Provokatus ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ilngiln dilcapail delngan dillakukannya pelnelliltilan telsils 

ilnil antara lailn: 

1. Untuk me lngeltahuil kelpastilan hukum bagil korban pemlelrkosaan yang 

me llakukan Abortus Provokatus. 

2. Untuk melngeltahuil upaya hukum yang dapat dillakukan olelh Korban 

Peme lrkosaan yang mellakukan Abortus Provokatus. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kelgunaan manfaat dalam pelnelliltilan telsils ilnil antara lailn :  

1. Ke lgunaan Te loriltils  

Hasill pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat melmbelrilkan kontrilbusil bagil 

khasanan illmu hukum pildana, khususnya te lrkailt Kelpastilan Hukum Bagil 

Pe llaku Abortus Provokatus Korban Pemelrkosaan dan pelnelliltilan ilnil 

dapat belrguna untuk melnambah relfelrelnsil dalam pelmbuatan tulilsan-

tulilsan yang belrhubungan delngan Kelpastilan Hukum Bagil Pellaku 

Abortus Provokatus Korban Pemelrkosaan. 
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2. Ke lgunaan Praktils 

Hasill pelnelliltilan ilnil dilharapkan dapat melmbelrilkan sumbangsilh 

pelmilkilran kelpada ilnstansil te lrkailt untuk melnyelle lsailkan kasus Korban 

Peme lrkosaan yang mellakukan Abortus Provokatus. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

Ke lrangka Konselptual melrupakan kelrangka yang melnggambarkan 

hubungan antara konselp-konselp khususnya yang ilngiln atau akan diltelliltil, suatu 

konselp bukan me lrupakan suatu geljala yang akan diltelliltil, akan te ltapil 

me lrupakan suatu abstrak daril geljala yang akan diltelliltil. Ge ljala iltu selndilril 

bilasanya dilnamakan fakta, seldangkan konselp melrupakan suatu urailan 

me lngelnail hubungan-hubungan dalam fakta telrselbut. 

Ke lrangka Konselptual melngelnail objelk pelnelliltilan dan pelmbahasan dalam 

pelnelliltilan ilnil me lnggambarkan bagailmana hubungan antara konselp-konse lp 

se lcara te loriltils yang melnyangkut ke ltelntuan pelrundang-undangan telrtulils belrilkut 

ilnstansil te lrkailt, de lngan konselp-konselp khusus dalam praktelknya, selhilngga 

me llahilrkan apa yang akan diltelliltil daril hubungan-hubungan dalam fakta-fakta 

yang ada. Adapun kelrangka dalam tulilsan ilnil antara lailn: 

a. Tilndak Pildana dalam Kiltab Undang Undang Hukum Pildana (KUHP) 

dilkelnal delngan ilstillah Stra/baarfe lilt dan dalam kelpustakaan telntang hukum 

pildana selrilng melmpelrgunakan ilstillah dellilk, se ldangkan pelmbuat undang-

undang melrumuskan suatu undang-undang, melmpelrgunakan ilstillah 

pelrilstilwa pildana atau pelrbuatan pildana atau tilndak pildana.21 

 
21  Amilr ILlyas, Asas-Asas Hukum Pildana Melmahamil Tilndak Pildana Dan 

Pelrtanggungjawaban Pildana Selbagail Syarat Pelmildanaan (Dilselrtail Teloril-Teloril Pelngantar 

Dan Belbelrapa Komelntar), Yogyakarta : Rangkang ELducatilon Yogyakarta & PuKAP-

ILndonelsila, 2012, hlm. 18. 
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b. Aborsil adalah pelngelluaran (selcara paksa) janiln kandungan selbellum 

mampu hildup dil luar kandungan, hal ilnil me lrupakan belntuk pelmbunuhan 

karelna janiln tildak dilbelril kelselmpatan untuk tumbuh dil dalam kandungan.22 

c. Abortus provokatus adalah ilnduceld abortilon; abortus yang dilselngaja, bailk 

delngan me lmakail obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provokatus bilsa 

le lgal karelna ada ilndilkasil meldils (dilselbut abortus meldilsilnalils) yailtu billa 

kelhamillan dillanjutkan dapat me lmbahayakan jilwa ilbu. Abortus tanpa 

ilndilkasil meldils adalah keljahatan mellawan hukum, dilselbut abortus 

krilmilnalils. 

d. Korban pemelrkosaan adalah selorang yang me lngalamil pelndelriltaan selcara 

se lksual, yang te lrjadil karelna se lorang manusila atau le lbilh melmaksa wanilta 

te lrselbut untuk mellakukan hubungan selksual dalam tanpa ada ilkatan 

pelrnilkahan.23 

e. Ke ladillan belrasal daril kata adill, me lnurut Kamus Bahasa ILndonelsila adill 

adalah tildak se lwelnang-welnang, tildak melmilhak, tildak belrat se lbe llah. Adill 

te lrutama melngandung artil bahwa suatu kelputusan dan tilndakan dildasarkan 

atas norma-norma objelktilf. 

f. Ke lpastilan Hukum Me lnurut Kamus Be lsar Bahasa ILndonelsila, artil ke lpastilan 

hukum adalah pelrangkat hukum suatu nelgara yang mampu me lnjamiln hak 

dan kelwajilban se ltilap warga nelgara. 

g. Pe lrlilndungan hukum adalah selgala upaya pelmelnuhan hak dan pelmbelrilan 

bantuan untuk melmbelrilkan rasa aman kelpada saksil dan/atau korban, 

pelrlilndungan hukum korban keljahatan selbagail bagilan daril pelrlilndungan 

masyarakat, dapat dilwujudkan dalam be lrbagail be lntuk, selpelrtil mellaluil 

pelmbelrilan relstiltusil, kompelnsasil, pellayanan meldils, dan bantuan hukum.24 

 
22 Soelsillo R., Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana selrta Komelntar-Komelntar Lelngkap 

Pasal Delmil Pasal, Jakarta : Poliltelila, 1985, Pasal 10 
23 Nawan M. dan P. Ji lmmil, Kamus Hukum (Di lctilonary Of Law Compleltel ELdiltilon), 

Surabaya: Relalilty Publilshelr, 2009, hlm. 383. 
24 Soelkanto Soelrjono, Pelngantar Pelnelliltilan Hukum, Jakarta : Ui l Prelss, 1984, hlm 133. 
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1.6 Kerangka Teoritis 

Ke lrangka teloriltils adalah konselp-konselp yang selbelnarnya me lrupakan 

abstrak daril hasill pe lmilkilran atau kelrangka dan acuan yang pada dasarnya 

belrtujuan melngadakan kelsilmpulan telrhadap dilmelnsil-dilmelnsil. Se ltilap pelnelliltilan 

harus belrdasarkan pada landasan teloril yang selsuail delngan karaktelrilstilk cabang 

illmu pelngeltahuan yang belrsangkutan supaya hasill yang dilpelrole lh pelnelliltilan 

te lrselbut dapat dilpelrtanggungjawabkan se lcara illmilah. Pe lnelliltilan ilnil belrtiltilk 

tolak daril teloril-te loril dan asas-asas hukum. Te loril-teloril yang dilgunakan pada 

pelnelliltilan ilnil te lrdilril atas 2 (dua) macam yaknil selbagail belrilkut: 

1. Te loril Pe lrlilndungan Hukum 

Pe lrlilndungan hukum melrupakan asas hukum yang te lrkandung dalam 

konstiltusil dil ILndonelsila yailtu dalam Undang-Undang Dasar Relpublilk 

ILndonelsila Tahun 1945 te lpatnya pasal 28D ayat (1) Undang-undang 

Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945 yang melnyatakan : 

“Se ltilap orang belrhak atas pelngakuan, jamilnan, pelrlilndungan, dan 

kelpastilan hukum yang adill se lrta pelrlakuan yang sama dil hadapan 

hukum” 

Pe lrlilndungan hukum adalah me lmbelrilkan pe lngayoman kelpada hak asasil 

manusila yang dilrugilkan orang lailn dan pelrlilndungan te lrselbut dilbelrilkan 

kelpada masyarakat agar melrelka dapat me lnilkmatil se lmua hak-hak yang 

dilbelrilkan olelh hukum atau delngan kata lailn pelrlilndungan hukum 

adalah belrbagail upaya hukum yang harus dilbelrilkan olelh aparat pelnelgak 

hukum untuk melmbelrilkan rasa aman, bailk selcara pilkilran maupun filsilk 

daril gangguan dan belrbagail ancaman daril pilhak manapun.25 

Me lnurut Seltilono, pelrlilndungan hukum adalah tilndakan atau upaya 

untuk mellilndungil masyarakat daril pelrbuatan selwelnang-welnang olelh 

pelnguasa yang tildak selsuail delngan aturan hukum, untuk melwujudkan 

 
25 Satjilpto Rahardjo. Loc Cilt. hal. 74 
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kelte lrtilban dan keltelntraman selhilngga melmungkilnkan manusila untuk 

me lnilkmatil martabatnya selbagail manusila.  

2. Te loril Keladillan 

Ke ladillan belrasal daril kata adill, me lnurut Kamus Bahasa ILndonelsila adill 

adalah tildak selwelnang-welnang, tildak melmilhak, tildak belrat selbellah. 

Adill te lrutama me lngandung artil bahwa suatu kelputusan dan tilndakan 

dildasarkan atas norma-norma objelktilf. Keladillan pada dasarnya adalah 

suatu konselp yang rellatilf, seltilap orang tildak sama, adill melnurut yang 

satu be llum telntu adill bagil yang lailnnya, keltilka se lselorang melnelgaskan 

bahwa ila mellakukan suatu keladillan, hal iltu telntunya harus rellelvan 

delngan keltelrtilban umum dilmana suatu skala keladillan dilakuil. Skala 

keladillan sangat belrvarilasil daril satu te lmpat kel telmpat lailn, seltilap skala 

dildelfilnilsilkan dan selpelnuhnya diltelntukan olelh masyarakat se lsuail 

delngan keltelrtilban umum daril masyarakat te lrselbut. 26  Dil ILndonelsila 

keladillan dilgambarkan dalam Pancasilla selbagail dasar nelgara, yailtu 

keladillan sosilal bagil selluruh rakyat ILndonelsila. Dalam silla lilma telrselbut 

te lrkandung nillail-nillail yang melrupakan tujuan dalam hildup belrsama. 

Adapun keladillan te lrselbut dildasaril dan diljilwail ole lh hakilkat keladillan 

kelmanusilaan yailtu keladillan dalam hubungannya manusila delngan 

dilrilnya se lndilril, manusila delngan manusila lailnnya, manusila delngan 

masyarakat, bangsa, dan nelgara, selrta hubungan manusila delngan 

Tuhannya.27 Pe lndapat te lntang makna atau artil keladillan dalam selbuah 

te loril keladillan olelh para fillsuf se lbagail belrilkut: 

1) Te loril Keladillan Melnurut Plato, ke ladillan adalah elmansilpasil dan 

partilsilpasil warga polils/nelgara dalam melmbelrilkan gagasan telntang 

 
26 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keladillan Selbuah Kajilan Fillsafat Hukum, Celtakan 

Keldua, Jakarta : Kelncana, 2014, hlm. 85. 
27 ILbild. hlm. 86 
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kelbailkan untuk nelgara. Hal te lrselbut kelmudilan diljadilkan 

pelrtilmbangan fillsafat bagil suatu undang-undang.28 

2) Te loril Ke ladillan Me lnurut Arilstotellels, Arilstotelle ls lelbilh telrang 

me lnjellaskan te lntang keladillan. Me lnurutnya, ke ladillan dilmaknail 

se lbagail kelselilmbangan. Adapun ukuran kelselilmbangan melnurut 

Arilstotelle ls adalah kelsamaan numelrilk dan kelsamaan proporsilonal.29  

a. Ke lsamaan numelrilk dilmaknail bahwa seltilap manusila dilsamakan 

dalam satu unilt. Milsalnya se ltilap orang sama dil hadapan hukum. 

b. Ke lsamaan proporsilonal adalah melmbelrilkan seltilap orang apa 

yang melnjadil haknya, se lsuail kelmampuan dan prelstasilnya. 

Arilstotelle ls me lmbagil keladillan melnjadil dua, yailtu : 

a. Ke ladillan dilstrilbutilf adalah keladillan yang belrlaku dalam ranah 

hukum publilk, yailtu fokus pada dilstrilbusil kelkayaan dan barang 

lailn yang dilpelrolelh masyarakat. 

b. Ke ladillan korelktilf belrhubungan delngan melmbeltulkan atau 

me lmbelnarkan se lsuatu yang salah, melmbelrilkan kompelnsasil bagil 

pilhak yang dilrugilkan atau melmbelrilkan hukuman yang pantas 

bagil pellaku keljahatan. 

3) Te loril Ke ladillan Me lnurut Jelrelmy Belntham dan John Stuart Milll, 

Je lrelmy Be lntham dan John Stuart Milll me lwakillil pandangan 

utilliltarilanilsmel yang melmaknail keladillan adalah manfaat atau 

kelbahagilaan selbelsar-belsarnya untuk selbanyak mungkiln orang. 

4) John Rawls telrkelnal delngan gagasan te loril keladillan substantilf dan 

me lmbagil prilnsilp keladillan melnjadil dua, yailtu: 

a. Prilnsilp kelbelbasan seltara, bahwa seltilap prilbadil melmillilkil hak 

yang seltara telrhadap kelbelbasan-kelbelbasan dasar yang 

 
28 Rhiltil Hyronilmus. Fillsafat Hukum: Dasar Klasilk Sampail Postmodelrnilsmel (eldilsil 

lelngkap), Yogyakarta: Unilvelrsiltas Atma Jaya, 2011, hlm. 241. 
29 ILbild. 241 
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silstelmnya sama de lngan kelbelbasan untuk se lmua (lilbelrty for 

all). 

b. Prilnsilp pelrbeldaan melnyangkut sosilal elkonomil yailtu prilnsilp 

keltildakseltaraan sosilal dan elkonomil yang dilsusun agar me lmbelril 

keluntungan telrbe lsar bagil pilhak yang tildak belruntung.  

Be lrdasarkan keldua prilnsilp te lrselbut, John Rawls me lrumuskan 

keladillan dalam konselp umum adalah nillail-nillail sosilal 

dildilstrilbusilkan delngan seltara kelcualil dilstrilbusil tildak seltara iltu 

me lmbawa keluntungan bagil selmua orang. Artilnya seltilap orang 

harus melngambill manfaat daril keltildakseltaraan sosilal apa pun. 

5) Te loril Keladillan melnurut Roscoel Pound, ke ladillan melrupakan hasill-

hasill konkrelt yang dapat dilbelrilknan kelpada masyarakat. ILa mellilhat 

bahwa hasill yang dildapatkan harus belrupa pe lmuasan kelbutuhan 

manusila selmaksilmal mungkiln delngan pelngorbanan selmilnilmal 

mungkiln 

6) Te loril Keladillan Hans Kellseln,keladillan adalah suatu telrtilb sosilal 

te lrtelntu yang dilbawah lilndungannya usaha untuk melncaril 

kelbelnaran bilsa belrkelmbang dan subur. Kare lna keladillan melnurutnya 

adalah keladillan ke lmelrdelkaan, keladillan pelrdamailan, keladillan 

delmokrasil – keladillan tole lransil. 

3. Te loril Vilktilmologil 

Vilktilmologil, be lrasal daril bahasa latiln vilctilma yang belrartil korban dan 

logos yang belrartil illmu. Se lcara telrmilnologils, vilktilmologil belrartil suatu 

studil yang melmpellajaril telntang korban pelnyelbab tilmbulnya korban dan 

akilbat-akilbat pelnilmbulan korban yang melrupakan masalah manusila 

se lbagail suatu kelnyataan sosilal. 30  Vilktilmologil melrupakan suatu 

pelngeltahuan illmilah/studil yang melmpellajaril suatu vilktilmalilsasil 

 
30  Relna Yulila, Vilktilmologil Pelrlilndungan Hukum Telrhadap Korban Keljahatan, 

Yogyakarta : Graha ILlmu, 2010, hlm 43. 
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(crilmilnal) selbagail suatu pelrmasalahan manusila yang melrupakan suatu 

kelnyataan sosilal. 31  Vilktilmologil melrupakan ilstillah bahasa ILnggrils 

Vilctilmology yang belrasal daril bahasa latiln yailtu “Vilctilma” yang belrartil 

korban dan “logos” yang belrartil studil/illmu pelngeltahuan.32 Pe lngelrtilan 

vilktilmologil melngalamil tilga fasel pelrkelmbangan. Pada awalnya, 

vilktilmologil hanya melmpellajaril korban keljahatan saja. Pada fasel ilnil 

dilkatakan selbagail pelnal or spelcilal vilctilmology. Pada fase l keldua, 

vilktilmologil tildak hanya melngkajil masalah korban keljahatan saja teltapil 

me llilputil korban kelcellakaan. 

Me lnurut J.EL.Saheltapy, 33  pe lngelrtilan Vilktilmologil adalah illmu atau 

dilsilpliln yang melmbahas pelrmasalahan korban dalam se lgala aspelk, 

se ldangkan melnurut Arilelf Gosilta Vilktilmologil adalah suatu bildang illmu 

pelngeltahuan melngkajil selmua aspelk yang belrkailtan delngan korban 

dalam belrbagail bildang kelhildupan dan pelnghildupannya. 

Vilktilmologil melmbelrilkan pelngelrtilan yang lelbilh bailk te lntang korban 

keljahatan selbagail hasill pelrbuatan manusila yang melnilmbulkan 

pelndelriltaan melntal, filsilk, dan sosilal. Tujuannya adalah untuk 

me lmbelrilkan pelnjellasan melngelnail pelran yang selsungguhnya para 

korban dan hubungan me lrelka delngan para korban se lrta me lmbelrilkan 

kelyakilnan dan kelsadaran bahwa seltilap orang melmpunyail hak 

me lngeltahuil bahaya yang dilhadapil belrkailtan delngan lilngkungannya, 

pelkelrjaannya, profelsilnya dan lailn-lailnnya. 

Pada saat be lrbilcara te lntang korban keljahatan, cara pandang kilta tildak 

dillelpaskan daril vilktilmologil. Me llaluil vilktilmologil dapat dilkeltahuil 

belrbagail aspelk yang belrkailtan delngan korban, selpelrtil: faktor pelnyelbab 

munculnya keljahatan, bagailmana selselorang dapat melnjadil korban, 

 
31 ILbild, hlm 43. 
32 Ari lf Gosilta, Masalah Korban Keljahatan Kumpulan Karangan, Jakarta : Akadelmilka 

Prelssilndo, 1993, hlm 228. 
33 J.EL. Saheltapy, Bungail Rampail Vilktilmilsasil, Bandung : ELrelsco, 1995, hlm 158. 
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upaya melngurangil te lrjadilnya korban keljahatan, hak dan kelwajilban 

korban keljahatan.34 

Me lnurut J.EL. Saheltapy, vilktilmilsasil adalah pe lndelriltaan, bailk selcara filsilk 

maupun psilkils atau melntal belrkailtan delngan pelrbuatan pilhak lailn. 

Le lbilh lanjut J.EL. Sahe ltapy belrpelndapat melngelnail paradilgma 

vilktilmilsasil yang mellilputil :35 

1) Vilktilmilsasil poliltilk, dapat dilmasukkan aspelk pelnyalahgunaan 

kelkuasaan, pelrkosaan hak-hak asasil manusila, campur tangan angkatan 

belrselnjata dilluar fungsilnya, te lrorilsmel, ilntelrvelnsil, dan pelpelrangan lokal 

atau dalam skala ilntelrnasilonal; 

2) Vilktilmilsasil elkonomil, telrutama yang te lrjadil karelna ada kolusil antara 

pelmelrilntah dan konglome lrat, produksil barang-barang tildak belrmutu 

atau yang melrusak kelse lhatan, telrmasuk aspelk lilngkungan hildup; 

3) Vilktilmilsasil kelluarga, selpelrtil pelrkosaan, pelnyilksaan, telrhadap anak dan 

ilstril dan melnellantarkan kaum manusila lanjut atau orang tuanya selndilril; 

4) Vilktilmilsasil meldila, dalam hal ilnil dapat dilselbut pelnyalahgunaan obat 

bilus, alkoholilsmel, malpraktelk dil bildang keldoktelran dan lailn-lailn; 

5) Vilktilmilsasil yurildils, dilmelnsil ilnil cukup luas, bailk yang melnyangkut 

aspelk pelradillan dan lelmbaga pelmasyarakatan maupun yang 

me lnyangkut dilmelnsil dilskrilmilnasil pelrundangundangan, telrmasuk 

me lnelrapkan kelkuasaan dan stilgmastilsasil kelndatilpun sudah dilsellelsailkan 

aspelk pelradillannya. 

Vilktilmologil delngan belrbagail macam pandangannya 

me lmpelrluasteloril-teloril e ltilologil krilmilnal yang dilpelrlukan untuk melmahamil 

e lksilstelnsil krilmilnaliltas se lbagail suatu vilktilmilsasil yang struktural maupun 

non-struktural selcara lelbilh bailk. Se llailn pandangan-pandangan dalam 

 
34 Di lkdilk M. Arilelf Mansur dan ELlilsatril Gultom, Urgelnsil pelrlilndungan korban keljahatan 

: antara norma dan relalilta, Jakarta : Raja Grafi lndo Pelrsada, 2007, hlm 33. 
35 Muhadar, Vi lktilmilsasil Keljahatan Pelrtanahan, Yogyakarta : LaksBang PRELSSilndo, 

2006, hlm.22 
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vilktilmologil melndorong orang melmpelrhatilkan dan mellayanil seltilap pilhak 

yang dapat melnjadil korban melntal, filsilk, dan sosilal. 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Ke lrangka pelmilkilran adalah suatu kelrangka konselpsil daril pelnelliltil yang 

me lnyajilkan hubungan antara konselp yang dilpelrkilrakan akan telrjadil dan 

dilpelrolelh daril hasill dan pelnjabaran tilnjauan pustaka. Ke lrangka pelmilkilran 

dildelskrilpsilkan dalam belntuk narasil yang melnggambarkan alur belrpilkilr pelne lliltil 

dan/atau dilsajilkan dalam belntuk modell atau bagan vilsual skelmatils yang 

me lnggambarkan se lcara utuh hubungan antar norma, konselp atau masalah 

hukum. Belrilkut ilnil adalah kelrangka belrfilkilr dalam pelnelliltilan ilnil: 

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ne lgara Re lpublilk ILndonelsila 

Tahun 1945 (UUD Nelgara RIL Tahun 1945) amandelmeln keltilga 

me lnyelbutkan “Nelgara ILndonelsila adalah nelgara hukum”, artilnya nelgara 

belrdilril dilatas hukum yang melnjamiln keladillan bagil warga nelgaranya; 

2. Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana (KUHP); 

3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 telntang Kelselhatan; 

4. Pe lraturan Pelmelrilntah Nomor 61 Tahun 2014 telntang Kelselhatan 

Re lproduksil; 

5. Adanya konflilk hukum te lrkailt pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 te lntang Kelselhatan, Aborsil dapat dillakukan selbellum 

kelhamillan belrumur 6 (elnam) milnggu daril haril pelrtama haild telrakhilr; 

6. Upaya Pe lmelrilntah untuk melrelvilsil Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2009 telntang Kelselhatan delngan melrubah ilsil pasal 36. 
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Gambar 1.1. Kerangka Berpikir 
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1.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu terkait Aborsi 

oleh Korban Pemerkosaan 

 

 

NO JUDUL 

ARTIKEL 

PENULIS PEMBAHASAN SUMBER 

1 “Pe lrlilndungan 

Hukum Aborsil 

Bagil Korban 

Pe lrkosaan 

Me lnurut 

Undang–

Undang Nomor 

36 Tahun 2009 

Te lntang 

Ke lselhatan”36 

1. Wahyu Be lny 

2. Muktil Se ltilyawan 

3. Paramiltha Se ltila 

Anggraelny 

 

faktor-faktor pelnyelbab 

te lrjadilnya aborsil dan 

bagailmana pelrlilndungan 

hukum aborsil bagil 

korban Pelrkosaan 

me lnurut Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 

te lntang Kelselhatan 

Jurnal 

ILlmu 

Hukum 

2 “Pe lrlilndungan 

Hukum Bagil 

Pe lrelmpuan 

Korban 

Pe lrkosaan Yang 

Me llakukan 

Aborsil”37 

Wilwilk Afilfah “Dampak pe lrkosaan dan 

aborsil pada pelrelmpuan 

dan Bagailmanakah 

belntuk pelrlilndungan 

hukum yang dilbelrilkan 

Ne lgara kelpada korban 

pelrkosaan yang 

me llakukan aborsil” 

 

 

DilH: 

Jurnal 

ILlmu 

Hukum 

 
36  Wahyu Beny, Mukti Setiyawan, and Paramitha Setia Anggraeny, "Perlindungan 

Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan", Qistie Jurnal Hukum, Vol.12.2 (2009), 117–28. 

https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/3132 
37   Afifah Wiwik, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang 

Melakukan Aborsi," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9.18 (2013), 

https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>. 

 

Kepastian Hukum.., Ria Pratiwi, Fakultas Hukum, 2023
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NO JUDUL 

ARTIKEL 

PENULIS PEMBAHASAN SUMBER 

3 “Pe lrlilndungan 

Hukum Bagil 

Pe llaku Tilndak 

Pildana Aborsil 

(Abortus 

Provocatus) 

Korban 

Pe lrkosaan”38 

Andilk Prase ltyo “pelrlilndungan hukum 

te lrhadap tilndakan aborsil 

(abortus provocatus) 

khususnya yang 

dillakukan ole lh korban 

pelrkosaan melnurut Kiltab 

Undang-Undang Hukum 

Pildana (KUHP) yang 

belrlaku selbagail le lx 

gelnelralel dan UU No. 36 

Tahun 2009 te lntang 

Ke lselhatan yang belrlaku 

se lbagail lelx spelcilalel” 

 

Milzan: 

Jurnal 

ILlmu 

Hukum 

4 “Pe lrlilndungan 

Hukum 

Te lrhadap 

Pe llaku Aborsil 

Korban 

Pe lrkosaan”39 

1. De lilsha Lilza 

2. Oktarilna ELvil 

“Pe lrlilndungan hukum 

te lrhadap Anak pellaku 

aborsil se lkalilgus selbagail 

korban Pelrkosaan dan 

anak pellaku aborsil yang 

juga korban Pe lrkosaan 

dapat 

dilpelrtanggungjawabkan 

se lcara pildana” 

 

Jurnal 

Unpal 

ILlmu 

Hukum 

 
38 Andi lk Praseltyo, "Pelrlilndungan Hukum Bagil Anak Pellaku Tilndak Pildana", Milzan: Jurnal 

ILlmu Hukum, 9.1 (2020), 51 <https://doil.org/10.32503/milzan.v9il1.1054>. 
39 Delilsha Lilza and Oktari lna ELvil, "Pelrlilndungan Hukum Telrhadap Pellaku Aborsi l", Jurnal 

Unpal ILlmu Hukum, 18.Selptelmbelr (2020), 12–26. 

 

Kepastian Hukum.., Ria Pratiwi, Fakultas Hukum, 2023



28 

 

NO JUDUL 

ARTIKEL 

PENULIS PEMBAHASAN SUMBER 

5 “Aborsil Olelh 

Korban 

Pe lmelrkosaan 

Diltilnjau 

Be lrdasarkan 

Kiltab Undang-

Undang Hukum 

Pildana Dan 

Undang-

Undang Nomor 

36 Tahun 2009 

Te lntang 

Ke lselhatan”40 

 

1. Agus Jelrry 

Suarjana Putra 

2. A. A. ILstril Aril Atu 

De lwil 

 

 

Bagailmanakah 

Pe lnye llelsailan  konflilk  

norma  hukum  antara  

KUHP  de lngan UU 

Ke lselhatan  melngelnail  

pellarangan  dan  

pelngelcualilan  mellakukan  

aborsil  akilbat  

pelmelrkosaan 

dilgunakan  asas  

pre lfe lrelnsil  

Le lx  Spelcilalils  De lrogat  

Le lgil  Ge lnelralils 

 

EL-Jurnal 

ILlmu 

Hukum 

Ke lrtha 

Wilcara 

 

Se lpelrtil te llah pelnulils urailkan dalam tabell 1.1 dilatas bahwa pelnelliltilan dalam 

bildang ilnil melmang bukanlah pe lrtama kalil dillakukan, te llah telrdapat 

belbelrapa pelnelliltilan telrdahulu namun, pelnelliltilan te lrselbut tildak melniltilk 

belratkan pada pelmbahasan selcara khusus melnge lnail Pelrlilndungan Hukum 

Te lrhadap Pellaku Aborsil Korban Pemelmerkosaan. Olelh karelna iltu, pelnulils 

me lrasa pelrlu melngkajil telntang Kelpastilan Hukum Telrhadap Pellaku Aborsil 

Korban Pemelrkosaan dilkarelnakan adanya konflilk hukum dalam Pasal 76 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telntang Kelselhatan. 

 

 

 
40  Jelrry Suarjana Putra Agus dan Aril Atu Delwil ILstril A.A., “Aborsil Olelh Korban 

Pelmelrkosaan Diltilnjau Belrdasarkan Ki ltab Undang-Undang Hukum Pildana Dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Telntang Kelselhatan,” EL-Jurnal ILlmu Hukum Kelrtha Wilcara, 

Vol. 05, No. 05, Julil 2016 https://ojs.unud.ac.i ld/ilndelx.php/kelrthawi lcara/arti lclel/vilelw/21998 
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1.9 Metode Penelitian 

Me lnurut Kamus Be lsar Bahasa ILndonelsila (KBBIL), pe lngelrtilan pelnelliltilan 

adalah kelgilatan pelngumpulan, pelngolahan, analilsils, dan pelnyajilan data yang 

dillakukan se lcara silstelmatils dan objelktilf untuk melmelcahkan suatu pelrsoalan 

atau me lngujil suatu hilpotelsils untuk melngelmbangkan prilnsilp-prilnsilp umum.41 

Dalam me llakukan pelnelliltilan kilta pelrlu me lngilkutil aturan atau kaildah yang 

belrlaku, agar hasill pelnelliltilan yang dilpelrolelh dapat dilkatakan valild.  Me ltodel 

pelnelliltilan pada dasarnya melrupakan cara illmilah untuk melndapatkan data 

delngan tujuan dan kelgunaan telrtelntu. Maksud daril cara illmilah adalah bahwa 

kelgilatan pelnelliltilan belrsandar pada cilril-cilril kelillmuan, yaknil rasilonal, 

silstelmatils dan elmpilrils. 

Me lnurut Wilnarno Surakhmad meltodel adalah cara utama yang dilgunakan 

untuk melncapail satu tujuan milsalnya untuk melngujil selrangkailan hilpote lsa 

delngan te lknilk selrta alat-alat te lrte lntu. 42  Se ldangkan pelnelliltilan adalah 

me lnelmukan atau melncaril, adapun yang diltelmukan atau dilcaril dalam hal ilnil 

adalah jawaban atau kelbelradaan daril pelrnyataan-pelrnyataan yang ada dalam 

pelmilkilran manusila atas suatu masalah yang muncul dan pelrlu untuk 

dilpelcahkan.43 Adapun yang dilmaksud meltode l pelnelliltilan adalah cara-cara yang 

dilgunakan olelh pelnelliltil dalam melndelkatil obje lk yang diltelliltil, cara-cara te lrselbut 

me lrupakan peldoman bagil se lorang pe lnelliltil dalam me llaksanakan pelnelliltilan 

se lhilngga data dapat dilkumpulkan selcara elfelktilf dan elfilsileln guna dilanalilsils 

se lsuail delngan tujuan yang ilngiln dilcapail.44 

Me ltodel pelnelliltilan melrupakan suatu kelgilatan illmilah yang dildasarkan pada 

me ltodel, silstelmatilka dan pelmilkilran te lrtelntu yang belrtujuan me lmpellajaril satu 

atau belbelrapa geljala hukum telrte lntu delngan jalan melnganalilsilsnya. Me ltodel 

pelnulilsan yang dilgunakan dalam pelnulilsan ilnil adalah me ltodel pe lnelliltilan hukum 

 
41 Tilm Pelnyusun Kamus Pusat Pelngelmbangan dan Pelmbilnaan Bahasa, Kamus Belsar 

Bahasa ILndonelsila, Jakarta : Balail Pustaka, 1990. 
42 Wi lnarno Surakhmad, Pelngantar Pelnelliltilan ILlmilah, Bandung: Tarsilto, 1994, hlm. 131 
43 Ahmad Tanzelh, Meltodel Pelnelliltilan Praktils, Yogyakarta: Telras, 2011, hlm. 1 
44 Suharsilnil Arilkunto, Proseldur Pelnelliltilan: Suatu Pelndelkatan Praktelk, Jakarta: Rilnelka 

Cilpta, 1998, hlm. 3 
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yurildils normatilf (meltodel pelnelliltilan hukum normatilvel). Me ltodel pelnelliltilan 

yurildils normatilf adalah pelnelliltilan hukum kelpustakaan yang dillakukan delngan 

cara me lnelliltil bahan-bahan pustaka atau data selkunde lr delngan me lngacu dan 

me lndasarkan pada norma-norma dan kaildah-kaildah hukum, pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku, te loril-teloril, dan doktriln hukum, 

yurilsprudelnsil, dan bahan-bahan kelpustakaan lailnnya yang relle lvan delngan 

topilk pelnelliltilan. 

1.9.1 Pendekatan penelitian 

Se lbagail pelnelliltilan hukum delngan meltodel pelnelliltilan yurildils normatilf, 

pelndelkatan pelnelliltilan yang dilpelrgunakan adalah pelndelkatan pelrundang-

undangan (statuel approach) dan pelndelkatan kasus (casel approach). 

Pe lnde lkatan pelrundang-undangan (statuel approach) dillakukan de lngan 

me lnellaah selmua undang-undang dan relgulasil yang belrkailtan delngan ilsu 

hukum yang se ldang diltanganil te lrkailt pelrlilndungan hukum te lrhadap 

korban Pelrkosaan yang mellakukan aborsil. Se ldanglan pelndelkatan kasus 

(casel approach) dillakukan de lngan cara me lnellaah kasus yang belrkailtan 

delngan pelrlilndungan hukum te lrhadap korban pelrkosaan yang mellakukan 

aborsil. 

1.9.2 Jenis penelitian  

Dalam pe lnulilsan Te lsils ilnil, pelnulils me lnggunakan pelndelkantan Yurildils 

Normatilf yang dillakukan delngan cara me lnelliltil bahan pustaka (data 

kelpustakaan) atau data se lkundelr, ole lh karelnanya cara melnelliltil delngan 

bahan pustaka atau data se lkundelr dapat dilnamakan selbagail pelnelliltilan 

hukum normatilf atau pelnelliltan hukum kelpustakaan45.  

1.9.3 Sumber bahan hukum 

Pe lnelliltilan hukum belrtujuan untuk melngumpulkan bahan-bahan 

hukum delngan maksud untuk melnjawab masalah hukum yang sudah 

 
45 Soelrjono Soelkanto & Sri l Mamudjil, Pelnelliltilan Hukum Normatilf: Suatu Ti lnjauan Silngkat, 

Jakarta : PT Raja Grafi lndo Pelrsada, 2014, Hal. 15. 
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dilildelntilfilkasil selbellumnya, bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang 

me lmpunyail kelkuatan me lngilkat daril sudut pandang hukum.” Data 

pelnelliltilan hukum yang dilgunakan adalah data dalam belntuk bahan hukum 

prilmelr, bahan hukum skundelr dan bahan hukum telrsilelr Adapun bahan-

bahan hukum yang dilgunakan dalam pelnelliltilan hukum antara lailn :  

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum prilmelr, yailtu bahan-bahan hukum yang melngilkat 

dalam belntuk pelraturan pelrundang-undangan yang belrkailtan delngan 

objelk pelnelliltila. Bahan hukum prilmelr adalah bahan hukum yang 

me lmpunyail silfat autoratilf dalam artilan melmpunyail otoriltas.46 

Bahan hukum prilmelr yang pelnulils gunakan te lrdilril daril: 

a. Undang-undang Dasar Nelgara Relpublilk ILndonelsila Tahun 1945 

(UUD Ne lgara RIL Undang Tahun 1945). 

b. Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana. 

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasil 

Manusila. 

d. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 te lntang Kelselhatan 

e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telntang Pelrubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telntang Pe lrlilndungan 

Saksil dan Korban. 

f. Pe lraturan Pelmelrilntah Nomor 44 Tahun 2008 Te lntang Pelmbelrilan 

Kompelnsasil, Re lstiltusil, dan Bantuan Bagil Para Saksil dan Korban. 

g. Pe lraturan Pelmelrilntah Nomor 7 Tahun 2018 selbagailmana tellah 

dilubah delngan Pe lraturan Pe lmelrilntah Nomor 35 Tahun 2020 

te lntang Pe lrubahan atas Pe lraturan Pe lmelrilntah Nomor 7 

Tahun  2018 telntang Pe lmbelrilan Kompelnsasil, Re lstiltusil, dan 

Bantuan kelpada Saksil dan Korban. 

 
46 Peltelr Mahmud Marzukil, Pelnelliltilan Hukum, Jakarta : Kelncana, 2006, hlm. 141. 
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h. Pe lraturan Pe lmelrilntah Nomor 61 Tahun 2014 telntang Ke lselhatan 

Re lproduksil. 

i. Pe lraturan Me lntelril Kelselhatan Nomor 3 Tahun 2016 te lntang 

Pe llatilhan Dan Pelnyellelnggaraan Pe llayanan Aborsil Atas ILndilkasil 

Ke ldaruratan Me ldils Dan Ke lhamillan Akilbat Pe lrkosaan. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum selkundelr yailtu bahan hukum yang me lmbelrilkan 

pelnjellasan melngelnail bahan hukum prilmelr. Bahan hukum selkundelr 

belrfungsil melmbelrilkan pe lnjellasan melngelnail bahan hukum prilmelr, 

te lrdilril atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahlil hukum (doktriln) 

dan hasill pe lnelliltilan hukum.47  Contoh daril bahan hukum selkundelr 

adalah rancangan undang-undang (RUU), Rancangan Pe lraturan 

Pe lmelrilntah (RPP), hasill pe lnelliltilan hukum, buku-buku dan jurnal 

illmilah/karya yang belrkailtan delngan te lma pe lnelliltilan. Bahan selkundelr 

yang pelnulils gunakan dalam pelnelliltilan ilnil adalah : 

a. Buku-buku kelpustakaan. 

b. Artilkell-artilkell 

c. Me ldila celtak 

d. ILntelrnelt 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum telrsilelr yaknil bahan yang melmbe lrilkan pelnjellasan 

te lrhadap bahan hukum prilmelr dan selkunde lr. Bahan hukum te lrsilelr 

me llilputil kamus hukum, e lnsilklopeldila dan lailn-lailn.48 Bahan hukum 

te lrsilelr yang telrdapat dalam pelnelliltilan milsalnya kamus hukum, kamus 

belsar bahasa ILndonelsila dan lailn-lailn. 

 

 

 
47 Fajar Muktil dan Ahmad Yulilanto, Dualilsmel Pelnelliltilan Hukum Normatilf dan ELmpilrils, 

Yogyakarta: Pustaka Pellajar, 2014, Hlm. 34-35. 
48 Pardomuan Silbuela Hotma dan Sukartono Helrybelrthus, Meltodel Pelnelliltilan Hukum, 

Jarkarta : Karakatau book, 2009, hlm.75 
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1.9.4 Teknik pengumpulan bahan hukum 

Te lknilk pe lngumpulan bahan hukum dalam pelnelliltilan ilnil adalah 

delngan cara studil kelpustakaan (lilbrary re lselarch) yailtu melngumpulkan 

se lrta melnelliltil bahan pustaka yang telrdilril daril bahan hukum prilmelr belrupa 

pelraturan pelrundang-undangan, bahan hukum se lkundelr yang belrupa buku-

buku, artilkell dan bahan hukum telrsilelr yang belrupa kamus belsar bahasa 

ILndonelsila. Telknilk pelngumpulan data kelpustakaan sudah 

dildokumelntasilkan se lhilngga tildak pelrlu dilgalil se lcara langsung daril 

masyarakat (lapangan) akan teltapil dillakukan dilmana data kelpustakaan iltu 

belrada.49  

Dalam pe lnelliltilan dilpelrlukan suatu analilsils data yang belrmanfaat 

dalam me lmelcahkan suatu pe lrmasalahan yang akan diltelliltil. Analilsils data 

dillakukan se lcara normatilvel kualiltatilf yang pelmbahasan dan pelnjabaran 

data hasill pelnelliltilan melndasarkan pada norma-norma atau kaildah-kaildah 

hukum. Hasill analilsils diltafsilrkan untuk dilrumuskan melnjadil pelnelmuan 

dan kelsilmpulan pelnelliltil.  

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Pe ldoman yang dilgunakan dalam me lnyusun silstelmatilka laporan pelnelliltilan 

ilnil selsuail delngan buku peldoman telknils pelnulilsan tugas akhilr Unilvelrsiltas 

Bhayangkara Jakarta Raya. Silstelmatilka laporan pelnelliltilan ilnil adalah selbagail 

belrilkut : 

 

 

 

 

 
49ILbild., hlm. 76. 
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